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DjSMGAN RABIAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GÜBEWUR KEPALA OAERAH TINGKAT 1 ÑUS A TENGGARA TIMUR 

mbang •*: bahwa Anggaran Pendapatan dan Bel'anja Daerah 
Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 
Anggaran 1996/1997 perlu ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah aesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang-undang 
Nojnor 5 Tahun 1974. ' 

ngat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 teñtang »*Pokqk-
pokok Perne r y i ta han d i Daerah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia*Nomor 3037 ) ; 

* •« 

2. Undang-undang Nomor $4 Tahun 1958 tentang 
*Pembentukan Daerah-daerah , Tingkat I B a l i , Nusa 
Tenggara Barat dan Nusa Tectggara Timur ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahua 1958 Nomor 115,. 
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1649 ) ; 

3. Undang-undang Nomor 12-Tahun 1994 tentang Pajak 
Bumi dan " Bangunan ( Lem&afan Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambaban Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3569 )* ; 

4. Peraturan Pemeriniah Nomor 5 Tahun 1975 tentang 
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan 
Kauangan Daerah ( Lembaran Negara Republik 

* • Indonesia Tabo« 19-75 Nomor 5 ) ; 
5. Pera-turan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang 

Cara Penyusünan Anggaran Pendapatan dan belanja 
Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah 
dan Penyusünan Perhitungan Anggaran Pendapatan 
dan BelanJa Daerah ( Lembaran Negara' Republik 
Indonesia Tahun 1975 Nomor 6 ) ; 

6. Keputusan . presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang 
Tata Cara«Penyediaan dan Periyaluran Subsidi Gaji 
dan Pensiun bagi Daerah Otonom ; 

. 7. Peraturan 
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7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 
1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan 
Anggaran pendapatan dan Beianja Daerah, 
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan 
Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan 
Beianja Daerah 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 
1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi 
Keuangan dan M a t e r i i i Daerah ; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 
tentang penerimaan Sumbangan Pihak ketiga kepada 
Daerah • 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 
1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang 
dan M a t e r i i i Daerah ; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 
tentang Penguruean Pendapatan Daerah Hasil Pajak 
Bumi dan Bangunan ; 

12\ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Be1anja Daerah ; 

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 
Tahun 1980 tanggal 2 A p r i l 1980 tentang Manual 
AdminiStraßi Keuangan Daerah ; 

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 
tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pento inaan 
Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran; 

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 960-893 
Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang 
Manual Administrasi Pendapatan Daerah ; 

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 
1984 tanggal 15. Desember 1984, tentang Langkah 
Pertama Pensihkronisasian Anggaran Pendapatan dan 
Beianja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan 
Beianja Negara ; 

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 
tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan 
Bentuk dan Susunan PerubaharT Anggaran Pendapatan 
dan Beianja Daerah ; « 

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 
tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk 
pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi 
dan Bangunan ; 

19. Keputusan 
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19. Keputusan Menteri DaTarn Negeri Nomor 903-269 
tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan 
Bentuk dan 9usunan Tata Usaha Keuangan Daerah 
serta Perhitüngan Anggaran Pendapatan dar» Bei an j a 
Daerah ; 

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 
tanggal 11 A p r i l 1987 tentang Peng^unaan- Sistim 
D i g i t dal am Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
BeTanja Daerah aarta petunjuk teknis Tata Usaha 
Keuangan Daerah ; , 

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 
tanggal 19 Januari 1968 tentang Penyempurnaan 
Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ; 

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 
Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang 
Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah ; 

Memper-
hatikan 

Mendengar : 

1. Surat Menteri Dal arri Negeri Nomor 903/464/PUOD 
tanggal 1 Pebruari 1996 Perina! Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeráh Tahun 
Anggaran 1996 / 1997. . 

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi 
Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 7 
Tahun 1993 tanggal 7' Juni 1993 tentang Peraturan 
Tata T e r t i b Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Propinsi Daerah Tingkat l Nusa Tenggara Ti mur., N 

1. Pembicaraan dalam Rapat - rapat.'Panitia. Anggaran 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah 
Tingkat I Nusa Tenggara Tirour tanggal 5 Maret 
sampai dengan 9 Maret 1996 ; -

2. Pembicaraan dala» Rapat Paripurna Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah 'Propinsi Daerah ting k a t I Nusa 
Tenggara Timur tanggal 18 Maret 1996. 

Dengan PersetuJuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tetrggara Timur. 1 

Menetapkan 
M E M U T U S K AN : 

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA 
TENGGARA TIMOR TENTANO PENÊTAPAN ANGGARAN PENDA-
PATAN DAN BELANJA DAERAH PR0PTÑSI DAERAH TING­
KAT I NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 1996/ 
1997. . 

Pasa! 1 ...... 

3 



Pasa! 1 
Jumlah Anggaran Pendapatan dan BeTanja Oaerah 
Tahun Anggaran 1996 / 1997 adalah sebesar 
Rp. 117.950.000.000,00 t e r d i r i dari : 
a. PENDAPATAN : 

- Pendapatan Rp. 117.950.000.000,00 
b. BELANJA : 

- Rutin Rp. 44.047.990.000,00 
- Pembangunan Rp. 73.902.010.000,00 

Rp. 117.980.000.000,00 

Pasal 2 
Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagal 
ben'kut : 
a. PENDAPATAN : 

- Pendapatan Rp. 3.893.000.000,00 
b. BELANJA : 

- Rutin Rp. 2.783.000.000,00 
- Pembangunan Rp. 1.110.000.000,00 

Rp. 3.893.000.000,00 

Pasal 3 
(1) Rincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 

dimuat dalam lampiran A ; 
(2) Rincian lebih l a n j u t dari ketentuan tersebut 

pada pasal 1 dan pasal 2 dimuat dalam 
lampiran AI, AII/R dan A.II/P ; 

(3) Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) 
pasal i n i merupakan bagian yang tidak t a r ­
pi sahkan. 

Pasal 4 
Pasal - pasal yang akan dilakukan pergeseran 
sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 
adalah sebagaimana daftar terlampir. 

Pasal 5 
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Pasa! 5 

Per aturan . Daerah i n f berlaku sete Van rctendapat 
Pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan 
berlaku muíai tanggal 1 A p r i l 1996. 

OITETAPKAN DI : K U P A N G. 
PADA TANGGAL 18 MARET Î 996 

GUÖERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I 
NGGARA TIMUR, 


